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ABSTRAK

Di era globalisasi yang dinamis, transaksi bisnis internasional menghadapi
tantangan kompleks akibat perbedaan sistem hukum, fluktuasi ekonomi global,
dan risiko multidimensional. Penelitian ini menganalisis secara mendalam
tantangan-tantangan tersebut dari perspektif hukum, ekonomi, dan manajemen
risiko. Perbedaan regulasi antarnegara dan mekanisme penyelesaian sengketa
menjadi kendala utama dalam ranah hukum, sedangkan fluktuasi nilai tukar dan
ketidakpastian pasar global memunculkan risiko ekonomi yang signifikan.
Manajemen risiko, termasuk penggunaan instrumen hedging dan diversifikasi,
menjadi strategi utama untuk menjaga kelangsungan bisnis. Harmonisasi hukum
melalui instrumen internasional seperti CISG dan peran UNCITRAL terbukti
efektif dalam menciptakan kerangka hukum yang stabil dan dapat diandalkan.
Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pelaku usaha,
regulator, dan akademisi dalam merumuskan strategi adaptif dan inovatif
menghadapi kompleksitas bisnis internasional.

Kata Kunci : Bisnis Internasional, Tantangan Hukum, Fluktuasi Ekonomi,
Manajemen Risiko, Strategi Adaptif.

ABSTRACT

In the era of dynamic globalization, international business transactions face
complex challenges due to differences in legal systems, global economic
fluctuations, and multidimensional risks. This study analyzes these challenges
in depth from the perspective of law, economics, and risk management.
Differences in regulations between countries and dispute resolution
mechanisms are the main obstacles in the legal realm, while exchange rate
fluctuations and global market uncertainty give rise to significant economic
risks. Risk management, including the use of hedging and diversification
instruments, is the main strategy to maintain business continuity.
Harmonization of law through international instruments such as the CISG and
the role of UNCITRAL has proven effective in creating a stable and reliable
legal framework. The findings of this study are expected to be a reference for
business actors, regulators, and academics in formulating adaptive and
innovative strategies to face the complexity of international business.
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I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perdagangan internasional merupakan salah satu aspek fundamental dalam perekonomian
global yang terus mengalami perkembangan pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan proses
globalisasi (Wang, 2019). Bisnis internasional melibatkan transaksi antara pelaku usaha dari
berbagai negara dengan sistem hukum, ekonomi, budaya, dan regulasi yang berbeda-beda.
Kompleksitas ini menimbulkan berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh pelaku bisnis, mulai
dari aspek hukum, ekonomi, hingga manajemen risiko yang harus dikelola secara efektif agar
transaksi dapat berjalan lancar dan memberikan keuntungan optimal (Universitas Islam Riau,
2020). Secara hukum, perbedaan sistem regulasi antarnegara menjadi tantangan utama dalam
transaksi bisnis internasional. Setiap negara memiliki aturan yang berbeda dalam mengatur
kontrak, perlindungan kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa, serta kebijakan perdagangan
yang harus dipatuhi (Esa Unggul University, 2021). Ketidaksamaan ini menuntut pemahaman
mendalam dan adaptasi yang tepat oleh para pelaku bisnis agar tidak terjadi konflik hukum yang
dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. Organisasi internasional seperti World Trade
Organization (WTQO) berperan penting dalam menciptakan kerangka hukum yang harmonis untuk
perdagangan bebas, namun tantangan proteksionisme dan kebijakan nasional tetap menjadi
hambatan yang harus diantisipasi (Afrinaldi, 2006).

Dalam konteks upaya harmonisasi hukum perdagangan internasional, United Nations
Commission on International Trade Law (UNCITRAL) memainkan peran penting sebagai badan
hukum PBB yang bertugas menyusun instrumen hukum untuk memfasilitasi perdagangan dan
investasi lintas negara. UNCITRAL telah mengembangkan berbagai konvensi, model law, dan
panduan praktik terbaik untuk menciptakan kerangka hukum yang konsisten, salah satunya
adalah United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) yang
menjadi acuan utama dalam transaksi jual beli internasional (UNCITRAL, 2020). Harmonisasi
hukum melalui instrumen UNCITRAL sangat membantu pelaku bisnis dalam menghindari konflik
yurisdiksi dan ketidakpastian hukum, karena memberikan standar kontraktual yang dapat diterima
lintas negara. Lebih lanjut, UNCITRAL juga aktif dalam menyusun instrumen hukum terkait
penyelesaian sengketa alternatif seperti arbitrase dan mediasi internasional yang menjadi
preferensi dalam penyelesaian konflik bisnis global (UNCITRAL, 2016). Keberadaan
UNCITRAL memberikan dasar hukum yang lebih stabil, inklusif, dan dapat diandalkan untuk
pelaku usaha dari berbagai sistem hukum.

Dari sisi ekonomi, bisnis internasional didorong oleh prinsip keunggulan komparatif, di
mana setiap negara memanfaatkan sumber daya dan kemampuan terbaiknya untuk memproduksi
barang dan jasa secara efisien. Perbedaan iklim, sumber daya alam, tenaga kerja, teknologi, dan
kebijakan ekonomi menyebabkan variasi dalam produksi dan harga barang antarnegara. Hal ini
membuka peluang bagi perusahaan untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan
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melalui ekspor dan impor (Esa Unggul University, 2021). Namun, fluktuasi ekonomi global,
seperti perubahan nilai tukar mata uang asing, inflasi, serta ketidakpastian pasar internasional,
menimbulkan risiko yang signifikan bagi pelaku bisnis (Perbanas Institute, 2019). Ketidakstabilan
ekonomi ini dapat berdampak langsung pada profitabilitas dan kelangsungan usaha, sehingga
strategi ekonomi yang adaptif sangat dibutuhkan.

Manajemen risiko menjadi aspek krusial dalam menjalankan transaksi bisnis internasional.
Risiko yang dihadapi sangat beragam, mulai dari risiko valuta asing, risiko kredit, risiko politik,
hingga risiko hukum. Fluktuasi nilai tukar mata uang asing merupakan salah satu risiko terbesar
yang dapat menyebabkan kerugian finansial jika tidak dikelola dengan baik melalui mekanisme
seperti hedging (Sherlita, 2006). Selain itu, risiko politik seperti perubahan kebijakan pemerintah,
konflik antarnegara, dan ketidakpastian regulasi juga dapat mengganggu kelancaran perdagangan
dan investasi internasional. Oleh karena itu, pengelolaan risiko yang komprehensif dan
multidimensional menjadi keharusan bagi perusahaan yang beroperasi di pasar global. Globalisasi
dan kemajuan teknologi informasi juga membawa transformasi besar dalam bisnis internasional.
Teknologi digital mempermudah komunikasi, transaksi pembayaran, serta pengelolaan rantai
pasok global. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan baru, termasuk keamanan data,
perlindungan konsumen lintas negara, dan kebutuhan akan regulasi yang adaptif terhadap
perkembangan teknologi (Wang, 2019). Oleh karena itu, analisis multidimensional yang
menggabungkan perspektif hukum, ekonomi, dan manajemen risiko sangat penting untuk
memahami tantangan dan merumuskan strategi efektif dalam bisnis internasional.

Selain itu, faktor-faktor seperti perbedaan budaya, bahasa, dan sistem nilai juga
mempengaruhi dinamika transaksi bisnis internasional. Perbedaan ini dapat menimbulkan
kesalahpahaman dan hambatan komunikasi yang berpotensi mengganggu negosiasi dan
pelaksanaan kontrak (Esa Unggul University, 2021). Oleh karena itu, pemahaman lintas budaya
dan kemampuan komunikasi internasional menjadi bagian penting dalam strategi bisnis global.
Dalam konteks Indonesia, perkembangan perdagangan internasional juga menunjukkan dinamika
yang signifikan. Kebijakan seperti Local Currency Settlement (LCS) antara Indonesia dengan
negara mitra seperti Malaysia, Thailand, dan Jepang, menunjukkan upaya untuk mempermudah
transaksi perdagangan dengan menggunakan mata uang lokal masing-masing negara. Kebijakan
ini berdampak pada peningkatan nilai perdagangan bilateral, meskipun terkadang mengalami
penurunan akibat faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 dan ketegangan perdagangan global
(Kemendag RI, 2022). Hal ini menegaskan pentingnya strategi yang adaptif dan manajemen risiko
yang matang dalam menghadapi dinamika pasar internasional.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis multidimensional terhadap tantangan dan
strategi dalam transaksi bisnis internasional dari perspektif hukum, ekonomi, dan manajemen
risiko. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif yang bermanfaat
bagi akademisi dan praktisi dalam menghadapi kompleksitas bisnis internasional yang terus
berkembang.
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Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbedaan sistem hukum dan regulasi antarnegara mempengaruhi kelancaran
transaksi bisnis internasional, dan strategi hukum apa yang efektif untuk mengatasi
hambatan tersebut?

2. Apa dampak fluktuasi ekonomi global, seperti nilai tukar mata uang dan ketidakpastian
pasar internasional, terhadap risiko ekonomi dalam transaksi bisnis internasional, serta
bagaimana strategi ekonomi adaptif dapat diterapkan untuk memitigasi risiko tersebut?

3. Bagaimana manajemen risiko yang komprehensif dapat diterapkan dalam bisnis
internasional untuk mengelola risiko valuta asing, risiko politik, dan risiko hukum agar
transaksi dapat berjalan lancar dan menguntungkan?

4. Bagaimana peran teknologi informasi dan globalisasi mempengaruhi tantangan dan
peluang dalam bisnis internasional, serta strategi apa yang dapat digunakan untuk
mengatasi isu keamanan data dan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi?

I1. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian berjudul "Analisis Multidimensional
terhadap Tantangan dan Strategi dalam Transaksi Bisnis Internasional: Perspektif Hukum,
Ekonomi, dan Manajemen Risiko adalah metode normatif atau yuridis normatif. Penelitian ini
berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-
undangan nasional dan internasional, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam transaksi
bisnis internasional. Peneliti menganalisis sumber hukum primer seperti undang-undang,
perjanjian internasional, konvensi, dan yurisprudensi, serta sumber hukum sekunder berupa
literatur, jurnal ilmiah, dan doktrin yang membahas aspek hukum, ekonomi, dan manajemen risiko
dalam bisnis internasional. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan
(statute approach) untuk mengkaji ketentuan hukum nasional dan internasional, pendekatan
konseptual (conceptual approach) untuk menelaah teori dan konsep dasar terkait, serta pendekatan
historis (historical approach) guna memahami perkembangan pengaturan hukum bisnis
internasional dari waktu ke waktu. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis
secara kualitatif untuk menghasilkan analisis deskriptif-analitis terhadap tantangan dan strategi
dalam transaksi bisnis internasional. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu
memberikan gambaran komprehensif mengenai integrasi norma hukum, prinsip ekonomi, dan
manajemen risiko dalam menjawab permasalahan bisnis internasional, serta memberikan
kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik bisnis global.

III. PEMBAHASAN

3.1 Bagaimana perbedaan sistem hukum dan regulasi antarnegara mempengaruhi
kelancaran transaksi bisnis internasional, dan strategi hukum apa yang efektif untuk
mengatasi hambatan tersebut?
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Perbedaan sistem hukum dan regulasi antarnegara merupakan salah satu tantangan paling
signifikan dalam kelancaran transaksi bisnis internasional. Setiap negara memiliki sistem hukum
yang dibentuk berdasarkan sejarah, budaya, dan nilai-nilai sosial yang berbeda, seperti civil law
di banyak negara Eropa dan Asia, common law di negara-negara Anglo-Saxon, serta sistem hukum
campuran atau pluralistik di negara-negara bekas jajahan. Perbedaan ini berdampak langsung
terhadap interpretasi kontrak, pengakuan dan pelaksanaan hukum asing, serta penyelesaian
sengketa bisnis lintas negara (Schmitthoff, 1986). Misalnya, dalam sistem common law, kontrak
dianggap sah selama ada kesepakatan antara para pihak dan pertukaran nilai (consideration),
sementara dalam sistem civil law, aspek formalitas dan klausul tertentu memiliki posisi yang lebih
dominan (Zweigert & Kotz, 1998). Ketidaksamaan sistem hukum ini menyebabkan banyak potensi
hambatan dalam pelaksanaan perjanjian internasional, mulai dari perbedaan dalam menentukan
yurisdiksi, pilihan hukum (choice of law), hingga pengakuan putusan pengadilan asing. Dalam
beberapa kasus, ketidaksesuaian regulasi dapat menyebabkan pelaku bisnis menghadapi risiko
hukum yang serius, seperti ketidakabsahan kontrak, ketidakjelasan klausul arbitrase, atau bahkan
denda akibat pelanggaran terhadap aturan perdagangan luar negeri (Moses, 2017). Misalnya,
perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara dapat menghadapi risiko
pelanggaran aturan anti-korupsi di suatu negara meskipun tindakan tersebut dianggap sah secara
lokal di negara lain, sebagaimana yang tercermin dalam penegakan Foreign Corrupt Practices Act
(FCPA) oleh Amerika Serikat (Spencer & Gomez, 2011).

Strategi hukum yang efektif untuk mengatasi hambatan ini adalah dengan menerapkan
prinsip harmonisasi hukum internasional. Harmonisasi bertujuan untuk menyelaraskan aturan
hukum antarnegara, tanpa harus menghapus karakteristik nasionalnya. Salah satu aktor penting
dalam upaya ini adalah United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL),
yang telah mengembangkan berbagai instrumen hukum model dan konvensi internasional seperti
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), Model Law
on International Commercial Arbitration, dan Model Law on Electronic Commerce. Instrumen-
instrumen ini memberikan kerangka hukum yang netral dan dapat digunakan oleh negara-negara
untuk menyelaraskan regulasi mereka agar lebih mendukung kepastian hukum dalam transaksi
lintas batas (UNCITRAL, 2020).

Adopsi CISG, misalnya, telah terbukti memperkuat kepastian hukum karena memberikan
ketentuan yang seragam mengenai pembentukan kontrak, kewajiban para pihak, dan upaya hukum
jika terjadi pelanggaran. Dengan diadopsi oleh lebih dari 90 negara, CISG menciptakan landasan
hukum yang relatif konsisten dan dapat diprediksi oleh pelaku usaha internasional (Schwenzer,
2022). Bagi negara-negara yang belum mengadopsi konvensi ini, penggunaan klausul kontraktual
seperti “CISG shall apply” juga menjadi strategi mitigasi risiko hukum antarnegara. Demikian
pula, dalam sengketa, penggunaan arbitrase internasional yang merujuk pada UNCITRAL
Arbitration Rules telah menjadi metode utama yang dipilih oleh pelaku bisnis karena fleksibilitas
dan netralitasnya (Born, 2021).
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Selain itu, pemilihan forum (forum selection clause) dan pilihan hukum yang jelas dalam
kontrak internasional juga menjadi bagian dari strategi hukum yang penting. Klausul ini
memungkinkan para pihak untuk menentukan sebelumnya sistem hukum mana yang akan berlaku
dan pengadilan atau lembaga arbitrase mana yang memiliki yurisdiksi atas sengketa. Dengan
pengaturan ini, para pelaku usaha dapat menghindari ketidakpastian hukum dan mengurangi biaya
penyelesaian sengketa (Mistelis, 2001). Namun, pemilihan hukum yang efektif membutuhkan
pemahaman mendalam terhadap konsekuensi yurisdiksi dan enforceability, termasuk perbedaan
dalam prinsip good faith, interpretation of terms, dan damage calculation yang mungkin terjadi
antara sistem hukum yang satu dengan lainnya. Di samping itu, penggunaan jasa penasihat hukum
lintas negara (cross-border legal counsel) juga menjadi strategi penting, terutama dalam negosiasi
dan penyusunan kontrak internasional. Konsultasi dengan ahli hukum dari berbagai yurisdiksi
dapat membantu para pihak memahami risiko hukum yang relevan dan menyesuaikan isi kontrak
agar sesuai dengan persyaratan hukum masing-masing negara (Berger, 2016). Tidak kalah penting,
pelatihan lintas budaya dan literasi hukum internasional juga sangat dibutuhkan oleh para pelaku
bisnis agar dapat mengantisipasi perbedaan interpretasi yang timbul karena latar belakang hukum
dan budaya yang berbeda.

Dalam konteks praktik, pendekatan hukum yang adaptif dan responsif terhadap
perkembangan global sangat diperlukan. Misalnya, di era ekonomi digital, semakin banyak
transaksi dilakukan melalui platform lintas negara. Hal ini menimbulkan tantangan baru terkait
yurisdiksi atas pelanggaran e-commerce, perlindungan data lintas batas, dan tanggung jawab
platform digital. Dalam hal ini, UNCITRAL juga telah merumuskan instrumen hukum seperti
UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce dan UNCITRAL Model Law on Electronic
Signatures sebagai respons atas digitalisasi perdagangan global (UNCITRAL, 2020). Negara-
negara yang mengadopsi model ini akan lebih siap menghadapi transaksi elektronik lintas negara
dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku UMKM serta perusahaan besar.

Sebagai kesimpulan, perbedaan sistem hukum dan regulasi antarnegara memiliki pengaruh
besar terhadap kelancaran transaksi bisnis internasional. Ketidaksamaan dalam sistem kontrak,
yurisdiksi, serta mekanisme penyelesaian sengketa dapat menjadi hambatan signifikan yang
meningkatkan risiko dan biaya transaksi. Untuk mengatasi hambatan ini, strategi hukum yang
mencakup harmonisasi hukum melalui UNCITRAL, penggunaan klausul kontrak internasional
yang cermat, pemilihan hukum dan forum yang tepat, serta dukungan penasihat hukum lintas
negara menjadi sangat penting. Dengan mengimplementasikan pendekatan hukum yang
komprehensif dan berbasis pada instrumen internasional, para pelaku usaha dapat meningkatkan
kepastian hukum, efisiensi transaksi, dan daya saing dalam pasar global yang semakin terintegrasi.

3.2 Apa dampak fluktuasi ekonomi global, seperti nilai tukar mata uang dan ketidakpastian
pasar internasional, terhadap risiko ekonomi dalam transaksi bisnis internasional, serta
bagaimana strategi ekonomi adaptif dapat diterapkan untuk memitigasi risiko tersebut?
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Fluktuasi ekonomi global merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam dunia
bisnis internasional dan secara langsung memengaruhi stabilitas serta keberlanjutan transaksi
lintas negara. Salah satu bentuk fluktuasi yang paling krusial adalah perubahan nilai tukar mata
uang. Nilai tukar yang bergejolak menyebabkan ketidakpastian dalam perhitungan biaya produksi,
harga jual internasional, dan pendapatan dari ekspor atau impor. Ketika nilai tukar suatu mata uang
domestik melemah terhadap mata uang asing, maka biaya impor akan meningkat, sehingga
menekan margin keuntungan pelaku usaha. Sebaliknya, jika mata uang domestik menguat secara
drastis, maka produk ekspor menjadi lebih mahal dan kurang kompetitif di pasar luar negeri (Zhao
& Kim, 2009). Dampak lain dari volatilitas nilai tukar adalah kesulitan dalam menyusun
perencanaan keuangan jangka panjang, terutama bagi perusahaan yang memiliki banyak transaksi
dalam berbagai mata uang asing.

Selain nilai tukar, ketidakpastian pasar internasional, seperti krisis ekonomi global, perang
dagang, atau pandemi, juga memperbesar risiko ekonomi dalam transaksi bisnis internasional.
Ketidakpastian ini menciptakan ketidakstabilan permintaan, perubahan tarif atau kebijakan
dagang, serta gangguan pada rantai pasok global. Misalnya, pandemi COVID-19 telah
menunjukkan bagaimana gangguan mendadak terhadap sistem logistik internasional bisa
menghentikan arus barang secara global, menaikkan biaya pengiriman, dan mengurangi kapasitas
produksi di berbagai negara (Fernandes, 2020). Ketika permintaan pasar menjadi tidak dapat
diprediksi, pelaku bisnis menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan pasokan dan kebutuhan,
yang pada akhirnya berdampak pada arus kas dan profitabilitas mereka.

Dalam menghadapi fluktuasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian ini, strategi
ekonomi yang adaptif sangat penting untuk diterapkan. Strategi pertama adalah penggunaan
instrumen lindung nilai atau hedging, terutama untuk menghadapi risiko nilai tukar. Dengan
memanfaatkan kontrak derivatif seperti forward, futures, atau opsi mata uang, perusahaan dapat
mengunci nilai tukar tertentu untuk transaksi mendatang dan menghindari kerugian akibat
fluktuasi kurs (Bartram, Brown, & Minton, 2010). Perusahaan multinasional yang memiliki
eksposur mata uang asing tinggi secara rutin menggunakan strategi ini sebagai bagian dari
manajemen keuangan strategis mereka. Strategi adaptif kedua adalah diversifikasi pasar dan mata
uang. Dengan memperluas pasar ekspor ke berbagai wilayah dan menggunakan berbagai mata
uang dalam transaksi, perusahaan dapat mengurangi ketergantungan pada satu pasar atau mata
uang tertentu. Diversifikasi ini tidak hanya menurunkan risiko ekonomi akibat perubahan pada
satu pasar tertentu, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan baru yang lebih stabil dalam jangka
panjang (Kogut, 1985). Perusahaan yang sukses dalam perdagangan internasional umumnya
memiliki jaringan pasar yang luas dan mampu melakukan adaptasi cepat terhadap perubahan
pasar. Ketiga, manajemen kas dan perencanaan anggaran yang fleksibel juga merupakan bagian
dari strategi ekonomi adaptif. Perusahaan internasional yang berorientasi global perlu memiliki
proyeksi arus kas yang realistis dan mampu melakukan penyesuaian cepat terhadap perubahan
nilai tukar dan biaya operasional. Pendekatan ini mencakup pengelolaan cadangan devisa,
penyesuaian harga jual ekspor, dan pengendalian biaya input yang berasal dari luar negeri (Glaum,
2000). Strategi ini memungkinkan perusahaan menjaga stabilitas keuangan meskipun lingkungan
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ekonomi berubah secara drastis. Strategi keempat adalah pemantauan dan analisis pasar secara
terus-menerus melalui pendekatan intelijen bisnis. Dalam ekonomi global yang dinamis,
pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making) sangat krusial. Perusahaan
harus menggunakan data pasar, indikator makroekonomi, dan prediksi tren global untuk
menyesuaikan strategi bisnis mereka. Ketersediaan teknologi informasi yang canggih
memungkinkan pelaku usaha untuk melakukan analisis risiko secara real time dan merespons lebih
cepat terhadap perubahan kondisi pasar (Brynjolfsson & McElheran, 2016).

Di tingkat makro, pemerintah juga memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem
yang mendukung strategi adaptif bisnis internasional. Kebijakan fiskal dan moneter yang stabil,
dukungan terhadap perdagangan lintas negara, serta insentif untuk investasi dalam instrumen
lindung nilai dapat membantu perusahaan nasional dalam menghadapi risiko ekonomi global.
Selain itu, kerja sama bilateral dan multilateral yang fokus pada stabilitas keuangan regional,
seperti Local Currency Settlement (LCS) yang dilakukan oleh Bank Indonesia, menunjukkan
bahwa kebijakan ekonomi adaptif juga dapat dilakukan melalui diplomasi ekonomi dan integrasi
pasar keuangan (Bank Indonesia, 2022).

Dengan demikian, fluktuasi nilai tukar dan ketidakpastian pasar internasional merupakan
sumber risiko ekonomi yang signifikan dalam transaksi bisnis internasional. Namun, risiko
tersebut dapat dimitigasi secara efektif melalui strategi ekonomi yang adaptif, seperti penggunaan
hedging, diversifikasi pasar, pengelolaan kas yang fleksibel, serta pengambilan keputusan berbasis
data. Keberhasilan strategi ini sangat tergantung pada kemampuan perusahaan dalam memahami
dinamika ekonomi global dan melakukan penyesuaian secara tepat waktu. Dalam konteks
globalisasi yang semakin kompleks, kemampuan beradaptasi menjadi faktor kunci dalam menjaga
daya saing dan keberlanjutan bisnis internasional.

3.3 Bagaimana manajemen risiko yang komprehensif dapat diterapkan dalam bisnis
internasional untuk mengelola risiko valuta asing, risiko politik, dan risiko hukum agar
transaksi dapat berjalan lancar dan menguntungkan?

Dalam konteks bisnis internasional yang semakin kompleks dan dinamis, manajemen risiko
menjadi elemen penting dalam menjaga keberlangsungan dan kelancaran transaksi lintas negara.
Risiko yang paling sering dihadapi dalam perdagangan global meliputi risiko valuta asing, risiko
politik, dan risiko hukum. Ketiga jenis risiko ini dapat berdampak signifikan terhadap keuntungan
perusahaan apabila tidak dikelola secara komprehensif dan sistematis. Oleh karena itu, penerapan
manajemen risiko yang menyeluruh dan berbasis strategi adaptif sangat dibutuhkan agar
perusahaan mampu bertahan dalam menghadapi ketidakpastian global dan tetap memperoleh
profit yang optimal. Risiko valuta asing (foreign exchange risk) merupakan salah satu tantangan
paling nyata dalam bisnis internasional. Perubahan nilai tukar mata uang dapat memengaruhi nilai
transaksi, biaya produksi, serta laba bersih perusahaan secara drastis. Untuk mengatasi risiko ini,
perusahaan perlu menerapkan strategi lindung nilai (hedging) menggunakan instrumen derivatif
seperti forward contracts, futures, options, dan swaps. Melalui kontrak forward, perusahaan dapat
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menetapkan nilai tukar tetap untuk transaksi yang akan datang, sehingga terhindar dari fluktuasi
nilai tukar yang merugikan (Bartram, Brown, & Minton, 2010). Selain itu, diversifikasi mata uang
juga dapat dilakukan dengan menyebarkan transaksi dalam beberapa mata uang asing, guna
mengurangi eksposur terhadap risiko tunggal. Perusahaan juga dapat membuka rekening dalam
berbagai mata uang dan menyesuaikan kontrak pembelian atau penjualan sesuai dengan kestabilan
mata uang tertentu (Papaioannou, 2006). Langkah-langkah ini, jika dilakukan secara terintegrasi
dan berbasis analisis pasar, dapat menstabilkan arus kas dan menjaga profitabilitas perusahaan.

Sementara itu, risiko politik (political risk) mencakup berbagai ketidakpastian yang
ditimbulkan oleh tindakan pemerintah atau ketegangan geopolitik, seperti nasionalisasi aset,
pembatasan ekspor-impor, perubahan kebijakan pajak, serta konflik bersenjata. Risiko ini sangat
kontekstual, tergantung pada situasi politik dan hukum di negara tempat perusahaan beroperasi.
Salah satu cara efektif untuk mengelola risiko politik adalah dengan melakukan analisis risiko
politik (political risk assessment) secara berkala terhadap negara-negara tujuan investasi atau
perdagangan. Perusahaan dapat menggunakan jasa lembaga analis risiko atau perangkat lunak
pemantauan risiko geopolitik untuk mengidentifikasi potensi gangguan terhadap operasi bisnis
mereka (Bremmer & Keat, 2009). Di samping itu, perusahaan dapat memperoleh asuransi risiko
politik dari lembaga seperti Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) di bawah naungan
Bank Dunia, yang memberikan perlindungan terhadap risiko ekspropriasi, pembatasan transfer,
dan konflik sipil (MIGA, 2021). Strategi kemitraan lokal juga bisa dimanfaatkan, di mana
perusahaan bekerja sama dengan entitas lokal untuk memperkuat legitimasi dan mengurangi
resistensi terhadap aktivitas bisnis asing.

Risiko hukum (legal risk) berkaitan dengan ketidaksesuaian atau konflik antara sistem
hukum negara asal dan negara tujuan bisnis. Perbedaan dalam prinsip kontrak, perlindungan
konsumen, aturan arbitrase, dan perlindungan kekayaan intelektual dapat menyebabkan
permasalahan hukum yang serius. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kerangka hukum lokal
dan internasional sangat penting. Salah satu pendekatan efektif dalam mengelola risiko hukum
adalah melalui legal due diligence, yaitu pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek hukum dari
mitra bisnis, peraturan lokal, dan legalitas dokumen kontrak. Selain itu, perusahaan juga perlu
menggunakan choice of law dan choice of forum clause dalam perjanjian kontrak internasional.
Klausul ini memungkinkan pihak-pihak dalam kontrak menentukan hukum mana yang akan
digunakan dan di yurisdiksi mana sengketa akan diselesaikan (Born, 2012). Dalam konteks ini,
penggunaan hukum model dari UNCITRAL seperti United Nations Convention on Contracts for
the International Sale of Goods (CISG) juga menjadi alternatif harmonisasi hukum kontrak
internasional. CISG memberikan kerangka hukum netral dan seragam untuk kontrak jual beli
internasional yang mengurangi ambiguitas hukum dan risiko perbedaan interpretasi antarnegara
(Schwenzer, 2016).

Untuk memastikan manajemen risiko berjalan secara efektif, perusahaan perlu membangun
kerangka kerja risiko yang terintegrasi dengan seluruh fungsi bisnis. Ini mencakup pembentukan
tim manajemen risiko khusus, penetapan kebijakan risiko tertulis, penggunaan teknologi informasi
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untuk pemantauan real-time, serta pelatihan berkala bagi seluruh staf yang terlibat dalam transaksi
internasional. Enterprise Risk Management (ERM) menjadi pendekatan manajemen risiko modern
yang menyatukan semua jenis risiko dalam satu sistem pengelolaan terpadu, yang memungkinkan
perusahaan untuk merespons dengan cepat terhadap perubahan kondisi eksternal (Beasley, Clune,
& Hermanson, 2005). Secara keseluruhan, penerapan manajemen risiko yang komprehensif dalam
bisnis internasional mencakup langkah-langkah preventif dan responsif terhadap risiko valuta
asing, politik, dan hukum. Dengan memanfaatkan instrumen keuangan, melakukan pemantauan
kondisi geopolitik, memperkuat kejelasan hukum kontrak, serta mengadopsi pendekatan
manajemen risiko terpadu, perusahaan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan
menguntungkan. Dalam dunia bisnis global yang sarat ketidakpastian, kemampuan untuk
mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merespons risiko secara tepat waktu adalah kunci utama
dalam menjaga kelancaran dan keberhasilan transaksi internasional.

3.4 Bagaimana peran teknologi informasi dan globalisasi mempengaruhi tantangan dan
peluang dalam bisnis internasional, serta strategi apa yang dapat digunakan untuk
mengatasi isu keamanan data dan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi?

Perkembangan teknologi informasi dan proses globalisasi telah memberikan dampak
signifikan terhadap dinamika bisnis internasional, membuka peluang pertumbuhan sekaligus
menciptakan tantangan baru yang kompleks. Di satu sisi, kemajuan teknologi memungkinkan
pelaku bisnis untuk menjangkau pasar global dengan lebih efisien melalui digitalisasi proses
produksi, distribusi, pemasaran, hingga layanan pelanggan. Teknologi informasi seperti e-
commerce, cloud computing, big data, dan Internet of Things (loT) telah merombak cara
perusahaan berinteraksi dengan konsumen dan mitra bisnis di seluruh dunia. Globalisasi
mempercepat pertukaran informasi, memperluas jaringan bisnis, dan menciptakan lingkungan
perdagangan yang lebih kompetitif (Patel, 2017). Hal ini memberikan kesempatan bagi
perusahaan, termasuk usaha kecil dan menengah (UKM), untuk mengakses pasar global tanpa
batasan geografis melalui platform digital. Teknologi informasi juga memungkinkan integrasi
rantai pasok secara global dengan efisiensi tinggi, memungkinkan perusahaan untuk
mengoptimalkan biaya dan waktu produksi (Sit, 2024). Namun, seiring dengan terbukanya
peluang ini, muncul pula tantangan signifikan, terutama dalam aspek keamanan data dan
kepatuhan terhadap regulasi yang semakin kompleks. Pertukaran data lintas negara yang masif
menimbulkan risiko kebocoran data, penyalahgunaan informasi pribadi, dan serangan siber yang
dapat merugikan secara finansial dan reputasional. Perusahaan global harus berhadapan dengan
berbagai kerangka hukum perlindungan data yang berbeda-beda di tiap yurisdiksi. Misalnya,
General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa menetapkan standar tinggi dalam
perlindungan data pribadi dan memberikan hak-hak yang luas kepada subjek data, seperti hak
untuk dilupakan dan hak atas portabilitas data (Wikipedia, 2025a). Sementara itu, negara-negara
seperti China dan India menerapkan kebijakan data localization yang mewajibkan data warga
negara disimpan secara lokal, yang pada gilirannya meningkatkan beban operasional dan
kompleksitas infrastruktur teknologi perusahaan multinasional (Wikipedia, 2025b).

10



C A U S A Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 13 No 5 Tahun 2025

ISSN 3031-0369 Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Strategi untuk mengatasi tantangan ini perlu bersifat adaptif dan terintegrasi secara
multidimensi. Pertama, perusahaan harus mengadopsi teknologi keamanan informasi canggih
seperti enkripsi end-to-end, autentikasi multi-faktor, dan sistem deteksi intrusi untuk
mengamankan data dan infrastruktur digital mereka. Selain itu, penggunaan teknologi biometrik
untuk autentikasi dan pengelolaan akses data terbukti meningkatkan keamanan dan mengurangi
potensi pelanggaran (SHS Web of Conferences, 2021). Kedua, integrasi teknologi Regulatory
Technology (RegTech) memungkinkan perusahaan untuk secara otomatis memantau, mengelola,
dan melaporkan kepatuhan terhadap berbagai regulasi global. RegTech membantu
menyederhanakan proses audit, melacak perubahan hukum secara real time, serta memperkuat
governance internal (Wikipedia, 2025c). Ketiga, perusahaan dapat membangun arsitektur
teknologi informasi yang modular dan berbasis regional dengan memanfaatkan model hybrid
cloud atau multi-cloud yang mendukung kebutuhan data localization. Strategi ini memungkinkan
perusahaan menyimpan dan memproses data sesuai dengan aturan lokal, sekaligus menjaga
efisiensi operasional global (Jurcys et al., 2024). Model seperti self-sovereign identity, di mana
pengguna memegang kendali penuh atas datanya, juga dinilai efektif untuk mengatasi hambatan
hukum lintas negara dan meningkatkan transparansi kepada konsumen. Keempat, kolaborasi
dengan regulator, lembaga standar internasional seperti ISO dan OECD, serta partisipasi dalam
sandbox regulasi teknologi menjadi langkah strategis dalam menciptakan lingkungan yang
kondusif bagi inovasi sekaligus menjaga kepatuhan (Fenwick et al., 2024). Kelima, perusahaan
harus memiliki kerangka tata kelola risiko digital lintas negara yang kuat. Penunjukan Chief
Resilience Officer (CRO) atau tim resiliensi digital yang bertugas merespons dinamika kebijakan
teknologi dan ancaman keamanan merupakan bentuk kesiapsiagaan yang penting. Perusahaan juga
perlu mengadakan pelatihan berkala untuk karyawan dalam memahami kebijakan perlindungan
data, pelaporan insiden keamanan, dan strategi mitigasi siber (Reuters, 2024). Terakhir, kebijakan
internal perusahaan terkait data harus bersifat adaptif dan transparan, mencakup aspek retensi data,
portabilitas data, serta teknik anonimisasi sebelum data digunakan untuk keperluan analisis atau
pengembangan produk. Keterbukaan perusahaan dalam menjelaskan bagaimana data
dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan
konsumen di pasar global.

Dengan demikian, pengaruh teknologi informasi dan globalisasi terhadap bisnis
internasional tidak dapat dipisahkan dari tantangan regulasi dan keamanan data yang terus
berkembang. Perusahaan yang mampu menerapkan strategi adaptif secara holistik, baik dari sisi
teknologi, regulasi, maupun budaya organisasi, akan lebih siap bersaing dalam ekosistem global
yang semakin kompleks. Pendekatan ini tidak hanya penting untuk memastikan keberlanjutan
operasional, tetapi juga untuk membangun keunggulan kompetitif berbasis integritas, inovasi, dan
kepatuhan hukum.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
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Perbedaan sistem hukum dan regulasi antarnegara merupakan hambatan utama yang sangat
memengaruhi kelancaran transaksi bisnis internasional. Perbedaan ini tidak hanya terkait dengan
jenis sistem hukum seperti civil law dan common law, tetapi juga mencakup variasi dalam aturan
kontrak, perlindungan kekayaan intelektual, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Kondisi ini
menimbulkan risiko hukum yang kompleks dan berpotensi menimbulkan sengketa yang memakan
waktu serta biaya tinggi. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai sistem hukum negara
mitra serta upaya harmonisasi dan unifikasi hukum melalui instrumen internasional seperti CISG
dan pedoman UNCITRAL menjadi sangat penting untuk mengurangi ketidakpastian hukum dan
meningkatkan kepastian dalam transaksi bisnis lintas negara.

Fluktuasi nilai tukar mata uang asing dan ketidakpastian pasar global juga memberikan
dampak signifikan terhadap risiko ekonomi dalam bisnis internasional. Perubahan nilai tukar yang
tidak stabil dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar jika tidak dikelola dengan baik,
sementara ketidakpastian pasar akibat faktor geopolitik, perubahan kebijakan ekonomi, dan
kondisi pasar global yang volatil dapat mengganggu perencanaan bisnis dan kelangsungan usaha.
Oleh karena itu, risiko ekonomi ini menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara serius oleh
pelaku bisnis agar dapat mempertahankan profitabilitas dan stabilitas keuangan perusahaan.

Manajemen risiko yang komprehensif terbukti menjadi strategi efektif dalam menghadapi
tantangan tersebut. Penggunaan instrumen keuangan untuk hedging nilai tukar, diversifikasi pasar
dan produk, serta pemantauan kondisi ekonomi secara real-time memungkinkan perusahaan untuk
mengurangi dampak negatif dari ketidakpastian ekonomi dan hukum. Selain itu, kemampuan
adaptasi dan fleksibilitas dalam merespons perubahan pasar dan regulasi menjadi faktor kunci
untuk menjaga keberlangsungan dan daya saing bisnis internasional.

Kemajuan teknologi informasi dan proses globalisasi membawa transformasi besar dalam
bisnis internasional dengan membuka peluang baru sekaligus menimbulkan tantangan baru,
terutama dalam hal keamanan data, perlindungan konsumen, dan kebutuhan regulasi yang adaptif.
Oleh karena itu, selain adaptasi regulasi, peningkatan kemampuan komunikasi lintas budaya dan
pemanfaatan teknologi digital menjadi faktor penting untuk mendukung keberhasilan transaksi
bisnis internasional di tengah kompleksitas dan dinamika pasar global yang terus berkembang.

Saran

Pelaku bisnis internasional disarankan untuk terus meningkatkan pemahaman mendalam
tentang perbedaan sistem hukum dan regulasi di berbagai negara mitra bisnis. Mereka perlu
mengadopsi dan mengimplementasikan instrumen hukum internasional seperti United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) dan pedoman dari
UNCITRAL sebagai dasar penyusunan kontrak yang dapat mengurangi risiko hukum dan
mempermudah penyelesaian sengketa. Pelatihan dan konsultasi hukum internasional juga penting
untuk membekali pelaku usaha menghadapi kompleksitas hukum lintas negara.
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Perusahaan harus mengembangkan dan menerapkan strategi manajemen risiko ekonomi
yang adaptif dan proaktif, termasuk penggunaan instrumen hedging untuk melindungi nilai tukar,
diversifikasi pasar dan produk guna mengurangi ketergantungan pada satu pasar atau produk
tertentu, serta membangun sistem pemantauan dan analisis pasar secara real-time. Hal ini akan
membantu perusahaan untuk lebih siap menghadapi volatilitas pasar global dan menjaga
kestabilan keuangan serta kelangsungan operasional.

Pemerintah dan regulator diharapkan dapat memperkuat harmonisasi hukum perdagangan
internasional dengan mendorong ratifikasi konvensi internasional dan penyusunan regulasi
nasional yang responsif terhadap perkembangan globalisasi dan teknologi. Selain itu, pemerintah
perlu menyediakan fasilitas edukasi, konsultasi, dan dukungan kebijakan yang memudahkan
pelaku bisnis dalam mengelola risiko dan memanfaatkan peluang pasar internasional secara
optimal.

Pelaku bisnis juga harus meningkatkan kemampuan komunikasi lintas budaya dan
memanfaatkan teknologi digital secara maksimal. Peningkatan kompetensi ini penting untuk
menghindari kesalahpahaman dalam negosiasi dan pelaksanaan kontrak, serta untuk
mengoptimalkan pengelolaan risiko dan efisiensi operasional. Investasi dalam teknologi informasi
dan sistem manajemen risiko berbasis digital akan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi
tantangan bisnis internasional yang semakin kompleks dan dinamis.
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